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Jakarta, 3 September 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan  perkara 
perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2018 pada Senin (03/09) dengan agenda 
mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta akan 
dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB. Sidang dengan Nomor Perkara 68/PHP.BUP-XVI/2018, 
51/PHP.BUP-XVI/2018, 67/PHP.BUP-XVI/2018, 53/PHP.BUP-XVI/2018, dan 52/PHP.BUP-
XVI/2018 merupakan gugatan dari Kabupaten Mimika dimana 5 (lima) dari 7 (tujuh) pasangan 
calon Bupati dan Wakil Bupati mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.  
 
Pada sidang sebelumnya, KPU Kabupaten Mimika selaku Termohon menanggapi dalil Pasangan 
Calon Nomor Urut 2 Robertus Waraopea dan Albert Bolang (Perkara 51/PHP.BUP-XVI/2018). 
Terkait SK Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Termohon 
menilai hal tersebut tidak ada permasalahan. “Karena tidak ada rekomendasi dari Panwas 
Kabupaten Mimika,” kata kuasa hukum Termohon Aan Budiman. 

 
Selain itu, Termohon menanggapi dalil Pemohon perkara Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018 soal 
keinginan agar ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak kedua dari hasil penetapan rekapitulasi 
Pemilihan Bupati Mimika 2018. Terhadap keinginan Pemohon, Termohon menganggap hal 
tersebut tidak lazim dan tidak relevan. 
 
Berikutnya, Termohon menanggapi dalil Pasangan Calon Nomor Urut  3 Wilhemus Pigai dan 
Athanasius Allo Rafra (Perkara 52/PHP.BUP-XVI/2018) terkait kesalahan penghitungan suara di 
sejumlah TPS. Menurut Termohon, Pemohon tidak menguraikan secara rinci kesalahan 
penghitungan mana yang dilakukan Termohon. Sedangkan terhadap dalil Pasangan Calon Nomor 
Urut 4 Hans Magal dan Abdul Muis (Perkara 53/PHP.BUP-XVI/2018) terkait tidak adanya 
pemungutan suara di 9 TPS, Termohon menampik hal itu. Selanjutnya Termohon juga 
menanggapi Pemohon Perkara 67/PHP.BUP-XVI/2018 dan 68/PHP.BUP-XVI/2018 yang 
mempersoalkan rekayasa Termohon saat rekapitulasi penghitungan suara maupun keberpihakan 
Termohon pada Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 6 Eltinus Omaleng dan Johannes 
Rettob). Mengenai hal tersebut sudah diklarifikasi Termohon. 
 
Sementara itu, Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon perkara Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018. 
“Pemohon tidak menguraikan secara jelas di TPS mana terjadi pengurangan suara Pemohon dan 
penambahan suara Pihak Terkait. Di samping itu Pemohon tidak memahami apa yang 
dimohonkan dan disinyalir melakukan politik uang,” jelas Ahmad Yani kuasa hukum Pihak Terkait. 
 
Pihak Terkait juga menanggapi dalil Pemohon perkara Nomor 52/PHP.BUP-XVI/2018 bahwa 
antara petitum satu sama lain kontradiktif. Di satu sisi Pemohon meminta pemungutan suara 
ulang, di sisi lain Pemohon meminta agar MK mendiskualifikasi Pihak Terkait. Kemudian Pihak 
Terkait menanggapi dalil Pemohon perkara Nomor 53/PHP.BUP-XVI/2018 masalah 
ketidakkonsistenan KPU Kabupaten Mimika dalam menghitung suara sah atau tidak sah yang 
dinilai tidak jelas, karena Pemohon tidak dapat membuktikan TPS tempat terjadinya kesalahan 
tersebut. (MHM) 
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